BAB V
Penutup
5.1 Kesimpulan

Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dalam menjalankan
sistem pemerintahannya, yakni sistem pemerintahan presidensial. Selayaknya
sistem presidensial murni umumnya mengusung dengan sistem bipartali,
tetapi Indonesia sendiri menggunakan sistem multipartai sebagai. Perpaduan
dua sistem tersebut mempunyai dampak pada stabilitas jalannya pemerintahan
yang bisa bermasalah karena adanya hambatan antara eksekutif dengan
legislatif, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan. Untuk itu, dalam rangka
meminimalisir hal tersebut digunakan sistem parliamentary threshold agar
partai politik yang masuk ke parlemen bisa dikurangi jumlahnya. Hal ini
dimaksudkan agar penguatan sistem pemerintahan presidensial dan stabilitas
pemerintahan dapat tercapai.

Pada sisi yang lain sistem parliamentary threshold mempunyai
kekurangan yaitu pembatasan hak politik. Oleh sebab itu banyak dilakukan
pengujian atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hasil Putusannya
selalu membawa mengenai hal ini kepada adanya kewenangan pembuat
undang-undang atau disebut dengan open legal policy. Hal ini memberikan
dampak pada eksistensi parliamentary threshold juga yang menjadi tetap ada.
Namun putusan ini justru menimbulkan pertanyaan baru bagaimana
pengaturan mengenai open legal policy yang tidak begitu jelas. Pertanyaan
tersebut timbul karena berpotensi pada kepastian hukum yang menjadi tidak
jelas karena dibebaskan kepada pembuat undang-undang.

Selain itu, konstruksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga
memperkuat kewenangan lembaga legislatif menambah kompleks
permasalahan yang ada. Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan sebelumnya,
maka Indonesia memang berjalan dengan keunikannya sendiri dalam
menjalankan pemerintahan. Namun tetap harus menjadi catatan dari dampak
pemberlakuan parliamentary threshold yaitu terbuang nya suara rakyat yang
seharusnya wakilnya bisa mewakili ke parlemen. Dengan itu perlu

pertimbangan yang lebih bijak kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan
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ini agar bisa meminimalisir hak politik masyarakat yang seharusnya
dilindungi.

5.2 Saran

Perlu dilakukan pembenahan mendasar mengenai sistem
pemerintahan dianut. Hal ini berhubungan dengan mekanisme pengolahan hak
politik masyarakat agar dapat diakomodir dengan baik. Untuk mencapainya,
dapat dengan menyelaraskan pengaturan yang ada agar tidak terjadi tumpang
tindih antar aturan. Kemauan para legislator untuk melakukan evaluasi juga
diperlukan sebagai mana politik hukum sebuah negara berada padanya. Selain
itu perancangan sistem yang lebih jelas dan bijak menjadi kunci dari
keberadaan sistem parliamentary threshold yang baik.

Selanjutnya sebagaimana disampaikan sebelumnya perubahan
sistem pengurangan jumlah partai politik bisa diperketat mulai dari seleksi
pembentukan partai politik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pada saat hak
politiknya digunakan masyarakat bisa menyalurkan sebagaimana semestinya
tanpa adanya suara atau hak politik yang buang dengan percuma. Sehingga
penggunaan parliamentary threshold sendiri bisa dilepaskan atau sebagai

pendorong agar partai politik menjalankan sebagaimana fungsinya.
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